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MAKASSAR - Jajar-
an Kepolisian Daerah
(Polda) Sulsel, semen-
tara menyelidiki tiga
kasus dugaan korupsi
di Makassar, salah sa-
tunya merugikan ne-
gera hingga sebanyak
Rp60 miliar.

Hal ini disampaikan
langsung Kapolda Sula-
wesi Selatan, Irjen Pol
Yudhiawan Wibisono
saat menggelar konfe-
rensi pers pengungkap-
an kasus tindak pidana
korupsi di halaman Ma-
polrestabes Makassar,

Senin, (04/11/2024).
Termasuk kasus duga-
an korupsi pembangun-
an masjid Sekretariat
Pemkot Makassar dan
penyimpangan jual beli
aset negara berupa tanah
milik BUMN PT KIMA.
Pada saat penyam-
paian kasus tersebut,
Kapolda Sulsel didam-
pingi Dirkrimsus Pol-
da Sulsel, Kombes Pol
Dedi Supriadi dan Ka-
polrestabes Kota Ma-
kassar, Kombes Pol
Mokhamad Ngajib.
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DARIHAL 1
Kapolda Sulsel, Irjen Pol
Yudhiawan Wibisono meng-
umumkan tiga perkara du-
gaan korupsi di antaranya
pertama dugaan korupsi
penyimpangan kredit mo-
dal kerja oleh PT TKM dari
salah satu bank BUMN yang
diindikasi merugikan nega-
ra sebanyak Rp60 miliar.
"Kasusnya masih berpro-
ses tapi paling setidaknya ke-
rugian uang negara ada, ke-
mudian perbuatan pidananya
ada, saksi juga ada, jadi untuk
masalah tersangka mohon
waktu, pasti ada tersangka-
nyal Dan ini juga bisa dikena-
kan tindak pidana korporasi
karena sifarnya perusahaan,
para itu Rp60 mi-
liar,” kata Kapolda Sulsel, Se
nin (4/11/2024),
Kedua, lanjut dia, perka
ratindak pidana korupsi pe
nyalahgunaan dana h

rehabilitasi rumah ibadah de-
ngan kerugian negara seba-
nyak Rp2 miliar.

“Perkara dalam tahap pe-
nyidikan dan masih dalam
perhitungan kerugian keu-
angan negara oleh ahli kon-
struksi dan BPKP dan kerugi-
an negara sebesar Rp2 miliar
lebih,” ujarnya dalam konfe-
rensi pers media.

Yang ketiga, lanjut jen-
deral bintang dua ini, yai-
tu perkara korupsi jual beli
aset negara yang berupa ta-
nah BUMN milik PT Kima
ke PT PAJ dengan indikasi
total kerugian negara seki-
tar Rp2,6 miliar.

“Tindak pidana korupsi
penyimpangan jual beli aset
negara berupa tanah milik
BUMN PT KIMA kepada PT
PAJ dengan kerugian nega-
ra senilai Rp2,6 miliar le-
bih," kuncinya.

Khusus dugaan korupsi
i kredit modal

bang Masjid
i Sekratariat
Pemkot Mal hunang
garan 2 dengan indikasi
dugaan korupsi dari panitia

kerja oleh PT TKM dari salah
satu bank BUMN, yang me-
rugikan negara hingga Rp60
miliar, Kapolda Sulsel, Irjen

Pol Yudhiawan Wibisono
mengungkapkan modus du-
gaa korupsi yang merugikan
negara adalah mengajukan
fasilitas kredit mengguna-
kan dokumen kontrak palsu.

“Jadi didokumen palsu
itu sudah ada niat jahat agar
kreditnya dicairkan untuk
menggunakan dokumen in-
voice, faktur yang palsu un-
tuk i T

Agar permohonan kre-
dit itu disetujui salah satu
bank BUMN. Kemudian, PT
TKM lebih dulu untuk me-
masukkan kontrak dengan
diberikan jaminan ke salah
satu bank BUMN untuk me-
manipulasi nilai dari Rp118
miliar, menjadi.Rp258 mili-
ar yaitu dengan mengubah
nomor rekening pembayar-
an serta Isukan data.

an ke rekening pihak bank
lain selain yang disepakati
dengan pemberi kredit," ka-
tanya, Senin (4/11/2024).
Irjen Pol Yudhiawan Wi-
bisono menjelaskan kro-
nologinya, yakni PT TKM
memberi kontrak dengan
PT ST yang nilainya Rp118
miliar. Dengan pengesah-
an kontrak tersebut, maka
PT TKM menambah kredit
modal kerja melalui post fi-
nancing dan fasilitas surat
kredit terdokumen dalam
negeri Surat Kredit Berdo-
kumen Dalam Negeri (SK-
BDN) pada salah satu bank
BUMN dari Rp18 miliar
menjadi Rp66 miliar.

Setelah ditambah kredit
yang disetejui oleh salah
satu bank BUMN, dalam
kurun waktu Januari 2017
hingga 2018, pencairan fa-
silitas kredit modal terse-
but dilakukan secara berta-
hap melalui post financing
sebanyak Rp69 miliar.

Kapolda Sulsel juga me-
ngatakan bahwa, dalam pro-
ses pencairan kredit terse-
but, surat yang diberikan
ke PT TKM merupakan do-
kumen palsu dan akhirnya
kredit tersebut macet.

“"Ternyata doku-
men-dokumen tersebut
yang diberikan kepada PT
TKM untuk mencairkan

kredit post financing ada-
lah fiktif, berarti sudah
ada niat jahat yang dilaku-
kan oleh perusahaan. Maka
pada akhir tahun 2019 kre-
dit tersebut macet, sehingga
melakukan penjualan atas
seluruh jaminan aset beru-
pa tanah, bangunan untuk
menurunkan kredit macet,
sehingga tersisa yang sudah
dibayarkan," pungkasnya.
Kemudian aset-aset PT
TKM dijual dan disita oleh
bank karena tidak mampu
bayar. Dan, masih ada sisa
utang sebesar Rp60 miliar.
Dengan adanya pemalsuan
dokumen tersebut dan pen-
cairan kredit bank BUMN

terlibat sudah diperiksa dan
masih proses menghitungke-
rugian negara dari kasus du-
gaan korupsi tersebut.

"Ini saksi sudah banyak
yang diperiksa baik dari pi-
hak bank, PT ST, PT. TKM
termasuk ahli dari pengelola
keuangan negara dan ini su-
dah dilakukan ekspos ke BPK
RI yang selaku nanti yang
akan menghitung kerugian
keuangan negara," katanya.

Di sisi proses tindak pi-
dana hukum, Kapolda Sul-
sel dalam konferensi pers
menegaskan bahwa, masih
membutuhkan waktu untuk

in hukuman tindak pidana
korupsi, kasus tersebut bisa
juga diganjar dengan tindak
pidana korporasi.

"Dan ini juga bisa dikena-
kan tindak pidana korporasi
tnya perusahaan.

cak hasil-hasil

di balik kasus dugaan ko-

pada PT TKM gakib
kan kerugian negara seti-
daknya sebesar Rp60 miliar.

Pasal yang dilanggar dari
kasus dugaan korupsi ini
adalah pasal 3 pasal 18 UU
nomor 31 tahun 1999 ten-
tang pemberantasan tindak
pidana korupsi.

Kemudian, Kapolda Sulsel )

Irjen Pol Yudhiawan Wibiso-
no mengatakan saksi yang

rupsi penyi kredit
modal kerja
"Kasusnya masih berpro-
ses tapi paling setidaknya
kerugian uang negara ada,
kemudian perbuatan pida-
nanya ada, saksi juga ada,
jadi untuk masalah tersang-
ka mohon waktu, pasti ada
tersangkanya!,’ tegasnya.
Terakhir, Kapolda Sulsel
menjelaskan bahwa sela-

masih meminta untuk meng-
hitung secara keseluruhan ke-
rugian negara dulu.

“Untuk saat ini finis-
hing dulu untuk penghi-
tungan kerugian negara,
kemudian penetapan ter-
sangka, karena harus meli-
hat apa-apa yang sudah di-
sita kemudian diliat keru-
giannya dan menetapkan
tersangkanya,” tandas dia.
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